ANALISA PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE








 Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 
dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini yaitu : 
1. Pemantauan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru sudah dilakukan namun tidak dijadwalkan secara rutin 
hanya berdasarkan aduan dari masyarakat. Hal tersebut tentu membuat 
pemilik usaha karaoke yang melanggar tidak terpantau dengan baik.  
2. Penyidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru belum maksimal, karena pelanggaran yang dilakukan 
seperti menemukan minuman keras, wanita penghibur, dan narkoba. 
Barang-barang itu dibawa Kekantor Satpol PP sedangkan pengelola 
usaha karaoke hanya diberi teguran saja. 
3. Pembinaan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru belum maksimal, banyak pengelola tempat karaoke yang 
belum tahu aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 
2002 tersebut. 
4. Tindakan Disiplin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 belum ditindak 






Penyebab Tindakan Disiplin yang dilakukan Oleh satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Pekanbaru belum tegas dilakukan karena pendapatan daerah Kota 
Pekanbaru juga bergantung terhadap Pajak Hiburan dan salah satunya adalah 
Hiburan Karaoke. Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota pekanbaru 
dari hasil pajak hiburan  yaitu Rp.10,9  Miliar. Hal ini tentu memicu Pendapatan 
daerah Kota pekanbaru. Jika tindakan disipilin dilakukan berdasarkan Peraturan 
Daerah yang ada maka tempat karaoke akan banyak yang tutup sehingga 
menimbulkan berkurangnya pendapatan daerah Kota Pekanbaru.  
6.2 Saran  
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 menjadi pedoman dasar dalam 
melaksanakan Pengawasan Hiburan Karaoke yang ada dikota Pekanbaru. Satuan 
Polisi Pamong Praja diberikan wewenang agar bisa berperan dalam pengawasan 
secara optimal sehingga Hiburan Karaoke yang ada di Kota Pekanbaru mematuhi 
peraturan yang ada. Sesuai dengan misi kota Pekanbaru menjadi kota Smart City. 
Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya bertindak tegas terhadap pengelola 
tempat karaoke. Melaksanakan Aturan yang tertera dalam Perda tersebut. Jika 
melaksanakan sesuai dengan Perda dan ditindak secara tegas tentu membuat 
pemilik usaha karaoke menjadi takut. Karena hukum yang dibuat sesuai dengan 
pelaksanaannya. Dilihat dari wawancara penulis lakukan tindakan tegas itu belum 
berjalan secara maksimal sehingga pemilik usaha karaoke menganggap lemahnya 
Tindakan Disiplin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pekanbaru.  
